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UUD 1945
PS. 28 H AYAT 1

SETIAP ORANG BERHAK HIDUP SEJAHTERA
LAHIR DAN BATIN, BERTEMPAT TINGGAL  DAN

MENDAPATKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT
SERTA BERHAK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN

UU 36/09
TTG KESEHATAN

UU 36/09
TTG KESEHATAN

PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT YG
TERJANGKAU DAN BERKUALITAS

PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT YG
TERJANGKAU DAN BERKUALITAS

UU 40/2004
TTG SJSN
UU 40/2004
TTG SJSN

KESEHATAN HAK FUNDAMENTAL
SETIAP PENDUDUK

KESEHATAN HAK FUNDAMENTAL
SETIAP PENDUDUK

KOMITMEN
PEMERINTAH

PROVINSI
SUMATERA

SELATAN



KOMITMEN PEMERINTAH
PROV. SUMSEL PADA

JAMSOSKES SUMSEL SEMESTA

Perda No.2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Program

Jamsoskes Sumsel Semesta
• Kesepakatan bersama antara Gubernur Sumsel dengan

Bupati/Walikota Se-Sumsel tentang Penyediaan Sharing Dana
Penyelenggaraan Program Jamsoskes Sumsel Semesta

• Kesepakatan bersama antara Gubernur Sumsel dengan
Bupati/Walikota Se-Sumsel tentang Penyediaan Sharing Dana
Penyelenggaraan Program Jamsoskes Sumsel Semesta

Pergub No. 23 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyelenggaraan
Jamsoskes Sumsel Semesta

• Kesepakatan bersama antara Menteri Kesehatan dengan Gubernur
Sumsel tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat



•• EFISIENSI BIAYAEFISIENSI BIAYA
-- TIDAK PERLU GAJI PEGAWAITIDAK PERLU GAJI PEGAWAI
-- TIDAK PERLU ADATIDAK PERLU ADA “FEE CHARG“FEE CHARGE” UTK OPERASIONALE” UTK OPERASIONAL
-- SILPA DPT DIMANFAATKAN UTK PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKATSILPA DPT DIMANFAATKAN UTK PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT

•• EFEKTIFITAS PELAYANANEFEKTIFITAS PELAYANAN
-- APABILA TERJADI KENDALA THD PELAYANAN, TIM PENGELOLA BISA LANGSUNGAPABILA TERJADI KENDALA THD PELAYANAN, TIM PENGELOLA BISA LANGSUNG

INTERVENSI (PPK DIBAWAH PEMBINAAN DINKES PROV/KAB/KOTA)INTERVENSI (PPK DIBAWAH PEMBINAAN DINKES PROV/KAB/KOTA)
-- KOORDINASI LEBIH MUDAHKOORDINASI LEBIH MUDAH
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PEMERATAAN, PERLUASAN AKSES DAN PEMENUHAN
KEBUTUHAN MASYARAKAT AKAN PELAYANAN KESEHATAN
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Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan
Regulasi Sistem Pelayanan

Kesehatan (rujukan, dll)
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Pemerintah

DISAIN PENYELENGGARAAN JKN

Regulator

Peserta
Jaminan Kes

Fasilitas
KesehatanMencari Pelayanan

Memberi Pelayanan

Regulasi Sistem Pelayanan
Kesehatan (rujukan, dll)

Regulasi (standarisasi) Kualitas
Yankes, Nakes, Obat, Alkes

Regulasi Tarif Pelayanan
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Sistem Rujukan

Single payer, regulated, equity



JAMINAN KESEHATAN  SESUAI UU NO 40/2004
TTG SJSN DAN UU NO 24/2011 TTG BPJS

PEKERJA PENERIMA
UPAH (PEKERJA
FORMAL)PNS, TNI
POLRI, PEG SWASTA

PEKERJA TIDAK MENERIMA
UPAH (PEKERJA  INFORMAL)
PEKERJA TIDAK MENERIMA
UPAH (PEKERJA  INFORMAL)

BPJS KESEHATAN
BPJS KESEHATAN

IURAN:
DARI PEKERJA DAN
PEMBERI KERJA,  DAN
PEMERINTAH (PBI)

IURAN:
DARI PEKERJA DAN
PEMBERI KERJA,  DAN
PEMERINTAH (PBI)

PAKET MANFAAT:
STANDAR, PAKET MANFAAT UTK
KEBUTUHAN DASAR KES

PAKET MANFAAT:
STANDAR, PAKET MANFAAT UTK
KEBUTUHAN DASAR KES

8

PEKERJA TIDAK MENERIMA
UPAH (PEKERJA  INFORMAL)
PEKERJA TIDAK MENERIMA
UPAH (PEKERJA  INFORMAL)

PENERIMA BANTUAN
IURAN (PBI)MASKIN
PENERIMA BANTUAN
IURAN (PBI)MASKIN

BPJS KESEHATAN
BPJS KESEHATAN

PAKET MANFAAT:
STANDAR, PAKET MANFAAT UTK
KEBUTUHAN DASAR KES

PAKET MANFAAT:
STANDAR, PAKET MANFAAT UTK
KEBUTUHAN DASAR KES

POLA PEMBAYARAN:
PEMBAYARAN PROSPEKTIF
KAPITASI DAN CBG’S

POLA PEMBAYARAN:
PEMBAYARAN PROSPEKTIF
KAPITASI DAN CBG’S

FASILITAS KESEHATAN:
MILIK PEMERINTAH DAN SWASTA
FASILITAS KESEHATAN:
MILIK PEMERINTAH DAN SWASTA



Kelebihan Jamsoskes
Tim Pengaduan yang Mobile

Unit Pengaduan Masyarakat
- Konsultasi Prosedur
- Pengaduan Pasien/Keluarga, LSM & Mahasiswa
- Follow Up Pengaduan ke RS / Rumah Pasien
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